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Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi berbagai persoalan,
terutama terkait dengan praktik privatisasi dan eksploitasi yang berorientasi hanya
kepada kepentingan kapital dan pasar. Tujuan artikel ini untuk menganalisis pengelolaan
sumber daya alam di Indonesia dalam pandangan Islam, sekaligus mengkritisi dominasi
paradigma ekonomi liberal dalam kebijakan SDA nasional. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber
keislaman, regulasi negara, serta kajian kritis ekonomi politik, artikel ini menunjukkan
bahwa Islam memandang sumber daya alam strategis sebagai milik umum (milkiyah
‘ammah) yang wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
Praktik privatisasi dan eksploitasi SDA yang memberikan ruang dominan bagi korporasi
swasta, khususnya asing, dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan
keberlanjutan dalam Islam.

Kata kunci: Islam, sumber daya alam, privatisasi, eksploitasi, keadilan ekonomi.

Abstract

Natural resource management in Indonesia faces various problems, especially related to
the practice of privatization and exploitation that is oriented only to the interests of
capital and the market. The purpose of this article is to analyze the management of
natural resources in Indonesia from an Islamic perspective, as well as to criticize the
dominance of the liberal economic paradigm in national natural resources policy. By
using a qualitative-descriptive approach through the study of literature on Islamic
sources, state regulations, and critical studies of political economy, this article shows that
[slam views strategic natural resources as public property (milkiyah 'ammah) that must
be managed by the state for the greatest benefit of the people. The practice of
privatization and exploitation of natural resources that provides a dominant space for
private corporations, especially foreign ones, is considered contrary to the principles of
justice, trust, and sustainability in Islam.

Keywords: Islam, natural resources, privatization, exploitation, economic justice.
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PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Direktorat

Jendral Kekayaan Negara (DJKN, 2026) menyebutkan hingga mencapai Rp. 200 ribu
triliun sebagaimana dikutip dari web resminya. Kekayaan SDA Indonesia sangat besar
dan beragam, mencakup mineral tambang, energi, hutan tropis, dan wilayah laut seluas
6,4 juta km? dengan terumbu karang seluas lebih dari 51 ribu km?, yang merupakan
sekitar 18 % dari total terumbu karang dunia, serta hutan mangrove yang berperan
penting dalam mitigasi perubahan iklim dan penyangga pesisir. Belum di sektor
kehutanan yang menjadi tulang punggung ekologis dan ekonomis, sumber daya energi
dan tambang, sektor agraria, dan sebagainya. Kekayaan ini secara konstitusional
ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanah yang harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Nurdin, 2018; Syihab
et al., 2022; Utomo, 2024).

Namun dalam praktiknya, pengelolaan SDA di Indonesia justru memperlihatkan
berbagai paradoks (Braams et al, 2021; DIRWAN, 2015). Alih-alih menjadi sumber
kesejahteraan bersama, SDA kerap menjadi objek eksploitasi dan privatisasi. Kebijakan
pengelolaan SDA Indonesia dipengaruhi oleh paradigma kapitalisme. Konsekuensinya
tidak hanya berupa ketimpangan distribusi hasil SDA, tetapi juga kerusakan lingkungan,
konflik agraria, serta terpinggirkannya masyarakat adat dan lokal yang selama ini hidup
berdampingan dengan alam. Krisis ekologis akibat deforestasi masif, pencemaran
lingkungan, dan degradasi ekosistem menjadi bukti bahwa pendekatan eksploitatif
terhadap SDA memiliki dampak jangka panjang yang serius (Fataron, 2022; Saputro,
2016; Yuliaty, 2020). Islam menawarkan pandangan komprehensif dalam pengelolaan
sumber daya alam yang berlandaskan pada konsep tauhid, amanah, dan keadilan.

Artikel ini berupaya mengkaji pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dari
pandangan Islam dengan menitikberatkan pada kritik atas praktik privatisasi dan
eksploitasi SDA. Kajian ini penting tidak hanya sebagai respons atas problem empiris
yang terjadi, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan kerangka konseptual Islam sebagai
alternatif sistemik dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang adil,

berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan umat.
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METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak
berfokus pada pengukuran statistik lapangan, melainkan pada analisis kritis-konseptual
terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dalam
pandangan Islam. Deskripsi empiris kondisi pengelolaan SDA di Indonesia berdasarkan
data kuantitatif sekunder, dan analisis normatif-kritis berdasarkan prinsip-prinsip
ekonomi Islam. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah, misalnya
dari BPS, Kementerian ESDM, Bappenas; kemudian laporan dari lembaga nasional dan
internasional yang dilacak melalui internet; literatur klasik dan kontemporer ekonomi
[slam, dan artikel ilmiah yang sudah publis yang relevan dengan isu privatisasi dan
eksploitasi SDA. Data dianalisis dengan mengklasifikasikan sektor SDA, pemetaan
problem khususnya privatisasi, eksploitasi, dan pergeseran peran negara. Teori yang
digunakan untuk membaca data adalah ekonomi politik Islam terutama untuk melihat

relasi negara-korporasi.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data kuantitatif sektor sumber daya alam
(pertambangan, energi, kehutanan, kelautan, dan agraria) serta kajian normatif dalam
pandangan Islam, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama sebagai berikut,
yaitu: adanya paradoks kekayaan SDA dan ketimpangan manfaat; dominasi privatisasi
dan pelemahan peran negara; dampak ekologis; tidak sesuai dengan prinsip Islam,
artinya bahwa pengelolaan SDA berbasis Islam tidak hanya menuntut penghapusan
privatisasi sektor strategis, tetapi juga menekankan tanggung jawab negara dalam
menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin distribusi kesejahteraan secara adil.
Paradoks pengelolaan SDA Indonesia menunjukkan kaya atas cadangan mineral
(batubara, nikel, emas), hutan tropis luas, potensi kelautan sangat besar namun
kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat masih rendah. Penguasaan SDA terkonsentrasi
pada korporasi besar melalui mekanisme izin usaha, konsesi jangka panjang, dan kerja
sama investasi, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau bahkan
terdampak negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekayaan SDA belum dikelola

sebagai instrumen keadilan sosial, melainkan sebagai komoditas ekonomi semata.
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Penelitian juga menemukan bahwa arah kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia
semakin menguatkan logika privatisasi (Suman et al., 2017; Wahab, 2016). Negara lebih
berperan sebagai regulator dan pemberi izin dibandingkan sebagai pengelola langsung
SDA strategis. Pola ini terlihat jelas pada sektor pertambangan dan energi, di mana
penguasaan produksi dan distribusi didominasi oleh badan usaha, termasuk perusahaan
multinasional (Mahri, 2021; Wertheim, 2007; Yuliaty, 2020). Akibatnya, negara
kehilangan kendali substantif atas harga, distribusi manfaat, dan dampak ekologis. Hal ini
berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, konflik agraria, serta degradasi lingkungan
yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan korelasi kuat antara model eksploitasi SDA
dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Deforestasi, pencemaran air akibat
aktivitas tambang, kerusakan terumbu karang, dan degradasi pesisir menjadi
konsekuensi nyata dari pendekatan ekstraktif. Dalam banyak kasus, keberlanjutan
ekologis ditempatkan sebagai isu sekunder dibandingkan kepentingan investasi dan
pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Hal ini menandakan kegagalan paradigma
pembangunan yang tidak berbasis nilai (Al-Maliki, 2001; Botoeva, 2018; Braams et al.,
2021; Brown, 2011; Cook et al., 2017; Hudaefi & Noordin, 2019; Johnson et al., 2019;
Malkawi, 2020; Owen & Hanley, 2004).

Penelitian juga menemukan bahwa praktik pengelolaan SDA di Indonesia tidak
sejalan dengan prinsip milkiyah ‘ammah. Mayoritas ekonom muslim mengatakan bahwa
SDA strategis seharusnya dikelola oleh negara sebagai amanah untuk kemaslahatan
rakyat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau kepentingan privat (Akbar,
2012; An-Nabhani, 2013; Hamdani, 2018; Lestari, 2024; Muhsin et al., 2022; Murtiyani et
al., 2015; Rokan, 2015; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Utami et al., 2020; Utomo, 2024).
Praktik privatisasi dan eksploitasi berlebihan juga bertentangan dengan prinsip: keadilan
distribusi (al-‘adl), larangan kerusakan (fasad fil ardh), dan tanggung jawab negara
sebagai pengurus urusan umat (ri‘ayah syu’un al-ummah). Temuan utama penelitian ini
menegaskan bahwa problem pengelolaan SDA Indonesia bersifat struktural dan sistemik,
bukan sekadar lemahnya pengawasan atau praktik oknum. Akar persoalan terletak pada
adopsi paradigma ekonomi liberal yang menjadikan SDA sebagai komoditas, padahal
dalam Islam, SDA adalah amanah publik yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan,

dan kesejahteraan kolektif.
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Konsep Kepemilikan dalam Islam

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori utama:
1. Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardiyyah) - hak milik pribadi atas harta yang
diperoleh secara sah.
2. Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah) - hak milik masyarakat umum yang tidak
boleh dimiliki secara individu.
3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah) - harta yang dikelola oleh negara untuk
kepentingan rakyat.

Sumber daya alam yang bersifat vital dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat—
seperti air, padang rumput, api (energi), dan barang tambang besar—dikategorikan
sebagai kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah). Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan
bahwa: “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud,
Ahmad, dan Ibnu Majah). Hadis ini menjadi dasar utama bahwa SDA yang menyangkut
hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli oleh individu atau perusahaan. Islam
mengedepankan prinsip maslahah (kemanfaatan umum) dan melarang tindakan
merusak lingkungan (fasad), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Araf ayat 56 yang
artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah)

memperbaikinya.”

Keterlibatan Negara pada Pengelolaan SDA

[slam melarang privatisasi total atas SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Misalnya, pengelolaan air minum, tambang minyak, gas bumi, dan listrik harus berada di
bawah kontrol negara yang amanah. Pendapatan dari SDA, seperti hasil tambang atau
royalti energi, wajib digunakan untuk membiayai pelayanan publik: pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan subsidi kebutuhan dasar. Islam menuntut pengelolaan SDA
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep khalifah fil-ardh (wakil Allah di bumi)
mengajarkan tanggung jawab moral atas alam. Semua hal di atas merupakan tanggung

jawab negara Islam sebagai pelayan atau ro’in.
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KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki
potensi sumber daya alam yang sangat besar dan strategis, namun potensi tersebut belum
sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengelolaan
sumber daya alam masih menghadapi berbagai persoalan struktural, terutama terkait
konsentrasi penguasaan, orientasi eksploitasi, serta lemahnya integrasi aspek keadilan
sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia cenderung dipengaruhi oleh paradigma ekonomi kapitalisme, meskipun
berkontribusi terhadap pertumbuhan dan penerimaan negara, namun dalam praktiknya
privatisasi sumber daya alam justru berpotensi mengurangi peran negara. Ekonomi Islam
mengajarkan pengelolaan sumber daya alam strategis dipandang sebagai amanah publik
(milkiyah ‘ammah) yang menuntut peran aktif negara dalam menjamin kemaslahatan
seluruh rakyat. Oleh karena itu perlu ditegaskan pentingnya penguatan peran negara
dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai
pengelola yang bertanggung jawab terhadap keadilan distribusi dan keberlanjutan
lingkungan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber
daya alam dapat menjadi kerangka alternatif yang konstruktif dalam mewujudkan
pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat.
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